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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk mendukung pelayanan
Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di
Badan Publik.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022
tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Bandar Lampung
merupakan PPID Tingkat Il yang berkewajiban menyusun laporan layanan informasi
publik ke PPID Tingkat Il yaitu Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari Laporan ini adalah dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik
sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.

3. Ruang Lingkup
Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan KPKNL Bandar Lampung Tahun
Anggaran 2024.

4. Dasar
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang
Pedoman Layanan Informasi Publik;

B. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Keuangan, Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor
879/KMK.01/2019 ditetapkan Para Kepala Kantor Pelayanan, Kepala Kantor Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara, Kepala Pangkalan Sarana
Operasi, Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, Kepala Balai Diklat Keuangan,
dan Kepala Balai Diklat Kepemimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai



PPID Tingkat Ill. Dalam hal ini, Kepala KPKNL Bandar Lampung merupakan PPID Tingkat

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Ill, berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman
Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Keuangan, sebagai berikut.

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
mengoordinasikan:
a. pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
= informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
» informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
» informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon.
b. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat
menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan
dan memberikan alasannya;
melakukan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi untuk
meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
melakukan verifikasi dan menentukan dokumen dan/atau Informasi Publik yang dapat
diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat lll;
mengajukan kepada PPID Tingkat Il secara berjenjang:
a. usul Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan sebagai bahan
pembahasan Daftar Informasi Publik; dan
b. usul Informasi Publik yang Dikecualikan untuk dilakukan Pengujian Konsekuensi
oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I;
membuat dan menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada PPID Tingkat
Il secara berjenjang;
dalam hal tidak terdapat PPID Tingkat Il di atas PPID Tingkat I, usul Informasi Publik
dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf ¢ disampaikan kepada
PPID Tingkat I;
memenuhi Permintaan Informasi Publik dari:
a. PPID Kementerian Keuangan, dengan tembusan kepada PPID Tingkat | dan/atau
PPID Tingkat Il secara berjenjang;
b. PPID Tingkat I, dengan tembusan kepada PPID Tingkat Il secara berjenjang; dan
c. PPID Tingkat II;
menyampaikan formulir keberatan beserta kelengkapannya kepada PPID Tingkat |
dengan ditembuskan kepada PPID Tingkat Il, dalam hal PPID Tingkat Ill menerima
pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu
pelaksanaan tugas PPID Tingkat Ill.



Selain memiliki tugas, PPID Tingkat Ill, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan,
pun memiliki wewenang sebagai berikut:

1. menolak Permintaan Informasi Publik secara tertulis dalam hal Informasi Publik yang
diminta termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah mendapatkan
persetujuan dari Atasan PPID Kementerian Keuangan;

2. mengusulkan Informasi Publik yang Dikecualikan kepada PPID Tingkat | dengan
tembusan kepada PPID Tingkat Il secara berjenjang, dalam hal Informasi Publik yang
diminta tidak termasuk dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai
klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih
lanjut dari PPID Tingkat Ill dapat dikategorikan sebagai Informasi Publik yang
Dikecualikan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permintaan Informasi
Publik diterima oleh PPID Kementerian Keuangan atau PPID Pelaksana; dan

3. melakukan koordinasi terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan:

a. PPID Tingkat | secara berjenjang; dan/ atau
b. PPID Tingkat Il.

C. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI
BESERTA KONDISINYA

1. Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan baik datang langsung
maupun melalui surat. Area Pelayanan Terpadu yang dilengkapi formulir PPID
KPKNL Bandar Lampung.

e

—



2. Layanan APT Virtual (08117241112) sekaligus whatsapp resmi KPKNL Bandar
Lampung dengan alamat
https://api.whatsapp.com/message/RLSFMXW6LMEOE1?autoload=1&app absent=
0

’ APT Virtual KPKNL Bandar Lampung h ¢ 0

Selamat pagi 009

Terima kasih telah menghubungi APT Virtual KPKNL Bandar Lampung.
Kami akan segera membalas pesan anda.

Silakan sebutkan
Mama:

Email:

Asal instansi/pribadi:
Pertanyaan/kendala:

untuk info layanan pada KPKML Bandar Lampung, silakan akses tautan berikut: bithy/SIGER

3. Sistem Informasi PPID (SI-PPID).
€ 5 C @ % sippidkemenkeugo.id/home # & (@ verityitsyou )

]

Ellen Maharani v

‘_3‘ E-PPID Role PPID Tk.IIl Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

# Dashboard

Dashboard PPID Kementerian Keuangan

Pemohon Informasi

Permintaan Informasi
Alert Penyelesaian

Unit Sendiri
Permintaan Informasi Baru

0 0

Selengkapnya © Selengkapnya ©

Unit Dibawah 0 PERMINTAAN INFORMASI

Belum Lengkap
Inbo! M

0 PERMINTAAN INFORMASI

Keberatan & Sengketa > Balas Wakiu Penyelesaian Kurang Dari 2 Hari

Inbox

O 'PERMINTAAN INFORMASI
‘Batas Wakiu Penyelesaian 3 sd 9 Hari

Informasi

Informasi Baru

O KEBERATAN
0 Batas Waklu Penyelesaian 1 sd 3 Hari

Unit

Antrian Email Copyright 2019 by ek Version 2.1.0


https://api.whatsapp.com/message/RL5FMXW6LMEOE1?autoload=1&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/message/RL5FMXW6LMEOE1?autoload=1&app_absent=0

4. Media Sosial diantaranya :
a. instagram (@kpknlbandarlampung

kpknlbandarlampung Q

2.694 3.167 613
posts followers following

Kpknl Bandarlampung

Government Building

Akun Resmi KPKNL Bandar Lampung
Pengelola Kekayaan Negara

Lelang

Penilaian more

See Translation

(2) www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung

b. Facebook (Kpknl Bandarlampung),

< Kpknl Bandarlampung Q
® e 3 HariOcang
Iﬂ::ﬂ:&mﬁ:mm ;ﬁ \

Kpknl Bandarlampung
462 friends - 32 mutual
Melaksanakan tugas & fungsi pelayanan di

bidang kekayaan negara, penilaian, piutang
Negara dan lelang



c. Twitter (@KpknlLampung

° KPKNL Bandar Lampung

KPKNL Bandar Lampung bertekad dan berkomitmen untuk menjaga
integritas dan profesionalisme, menghindari benturan kepentingan, anti

korupsi serta menolak gratifikasi dalam melaksanakan tugas dan
memberikan pelayanan kepada para Pengguna Jasa.

Piagam Penghargaan

KPKNL Bandar Lampung

JUARA | Unit Pengendalian Gratifikasi Terbalk Tahun 2024

d. Channel

[ - @ HariOcang

Tulus dalam Pelayanan

Transformasi Berkelanjutan '
A &

KPKNL Bandar
Lampung

@kpknlbandarlampung

263 subscribers + 18 videos

Akun Resmi KPKNL Bandar Lampung ...more

Q Subscribed v

Home Videos Shorts Live Playlists

Popular Oldest

Forum Konsultasi
Publik Standar
Pelayanan di Lingk...

60 views - 4 months ago




5. Website https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung

€ > C h 23 djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung b+ ferify miym.\;w
@KEMENT"“\N KEUANGAN Beranda  Profil DJKN ~  Layanan -~  Peraturan  FAQ Cari...
DIATORAT DI EALKKAVARYRIGARA
Alamat Kantor Berita Terbaru Informasi Publik
. = n q 5 m
Peringatan HAKORDIA 2024: Bersama Cegah Korupsi Informasi  Publik yang
JI. Basuki Rahmat No. 12
L asuid Ranmat No m di Bandar Lampung! Wajib  Disediakan dan
Bandar Lampung N
5 . Diumumkan Secara
elasa, 10 Desember 2024 Berkala
2 (0721) 474735
B +626811-7241-112 s DJKN Goes to Campus 2024: Membangun Kesadaran
m Mahasiswa ITERA tentang Peran APBN dan Kekayaan Infq_rma§i Publik  yang
& kpknlbandarlampung@kem Negara ‘é"ﬂlt'b'a“:lm“'“kﬂ" Secara
enkeu.go.id Jum'at, 08 November 2024 erta erta
11' Optimalkan PNBP melalui Sewa BMN, KPKNL Bandar Informasi Publik Tersedia
B Lampung Lakukan Penilaian Tanah Polres Lampung Setiap Saat
Layanan Pengaduan Barat
Rabu, 06 November 2024
B SPAN-LAPOR!
Berita lainnya
o Wise Pengumuman
Daftar{ Informasi Publik hQI
Artikel Terbaru TersediaSetiap Saat o
e g o-berita/37152/DIKN. pus-2024 Kesadaran-Mah ITER 9P PBN-dan-Ke htm) . 23 September 2024 .

dan https://e-ppid.kemenkeu.qgo.id/

<« C M

D Gedung Djuanda | Lantai G, Jalan

KEMENTERIAN KEUANGAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2 e-ppidkemenkeugo.id/in/home

ahidin Raya

1Jakarta Pusat, 10710

transparansimu

ih mudah dapatkan data dan informasi di Kementerian Keuangan

Tersedia di :

’

Pinci

App Store

Play Store

(@ verty ts you )

Beranda Profil Regulas Informasi Publik aporan Standar Layanan Login

Mens Pilihan

Permononen I

Sntermat e

Prm
KENENTERIAN KEUANGAN
Meny Lainnya

B ronipro

Informasi Public
‘Standar Layonan

6. Sistem Informasi Gerai Layanan KPKNL Bandar Lampung yang dapat diakses di

bit.ly/SIGER juga menyediakan layanan informasi publik.

€« C @A

25 sites.google.com/view/sigerv2

x & (@ vewrom)

Selamat datang di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi KPKNL Bandar Lampung

’u:l SIGER V2 Halaman Muka

i ' Survei Q

Mall Pelayanan KPKNL v( Informasi Publik ) Standar P P

SIGER

GERAI LAYANAN

L.~ KPKNL Bandar Lampung

Moto KPKNL Bandar Lampung
SAI HELAU

SISTEM INFORMASI

SemangAt berintegritas, Amanah, dan mELayani dengAn Unggul


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung
https://e-ppid.kemenkeu.go.id/

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Bandar Lampung melalui
Keputusan Kepala KPKNL Bandar Lampung Nomor KEP-266/KNL.0502/2024 tentang
Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Tingkat 111
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung Tahun 2025
menetapkan dua pegawai Seksi Hukum dan Informasi serta masing-masing satu pegawai
perwakilan subbagian/ seksi/ rumpun pejabat fungsional sebagai Person in Charge PPID
Tingkat ll.

E. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Di tahun 2024 sebanyak tiga (3) permintaan, dengan rincian pelayanan permintaan
informasi sebagai berikut.

Rincian Pelayanan Informasi Publik.

1 | Jumlah Permintaan Informasi Publik 6 (enam)
2 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Rata-rata waktu
Permintaan Informasi Publik penyelesaian selama 4
(empat) hari kerja
3 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan 3 (tiga)
baik sebagian atau seluruhnya
4 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak 3 (tiga)
beserta alasannya
5 | Kedudukan hukum Pemohon Bandar Lampung
dan Tangerang
6 | Jalur Permintaan Informasi Publik Surat
Rincian Penyelesaian Keberatan
1 | Jumlah keberatan yang diterima Nihil
2 | Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan Nihil
pelaksanaannya

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1 | Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Nihil
Informasi Publik ke Komisi Informasi

2 | Hasil Mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Nihil
Informasi dan pelaksanaannya

3 | Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata Nihil
usaha negara

4 | Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan Nihil

pelaksanaannya

F. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK
Dibutuhkan waktu 4 (empat) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi publik.
Untuk tiga (3) permintaan telah ditindaklanjuti di Tahun 2024. Tiga (3) permintaan tidak
dapat ditindaklanjuti karena informasi yang diminta, tidak dikuasai.



G. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
Sejauh ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di lingkungan
KPKNL Bandar Lampung.

H. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholder di lingkup
wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut
untuk meningkatkan kualitas layanan sebagai berikut.

a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui
pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh
Kantor Pusat DJKN;

b. Melaksanakan penanganan responsive terhadap krisis informasi di media cetak dan
digital;

c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui
pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi
kehumasan;

d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui media sosial dan
sosialisasi rutin.

e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang
melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Bandar Lampung melalui sarana
pemberitaan, media sosial, artikel dan lain-lain.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan

elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF



RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT llI

KPKNL BANDAR LAMPUNG

P Tertulis Dasar Penolakan (jika Nomor dan NEwiET G ] i NEErGED )
Tanggal h Jalur Permintaan | Permintaan . Walktu. Tanggal Isi Sengketa | Tanggal IREE] Tanggal Isi Tanggal [tz
. Permintaan ELR PEITEEn Jenis Pokok Permintaan | Kedudukan hukum | Permohonan Nomor Pemberitahuan Tanggal i g || PREIAEE | Tl Informasi ReyEesacl undangan | jcomasidi | Putusan Putusan Undangan | Sengketa | Putusan Putusan
No Nama Kantor Nomor Register " " Permintaan " " - 5 i wan " " Informasi Dalam 5 Pemberitahuan Sidang . . | Sengketa di N " Sengketa
Informasi Publik I = Pemohon Informasi Publik pemohon Informasi Tertulis i Publik Publik " 8 tidak n B " Komisi Sengketa di L Sidang Informasi | Sengketa o
L Informasi Publik " Tertulis bl bl Publik Informasi " | Tertulis (hari Sengketa di . L Komisi " .. | Informasi di
Diterima Publik diberikan diberikan b " 9 dikuasai - - Informasi Komisi .| Sengketa di PTUN Informasi di
Ml (sl ditolak Dikecualikan kerja) Komisi o Informasi PTUN PTUN PTUN
seluruhnya | sebagial (s
Badan Hukum |
1|KPKNL Bandar Lampung REG-01/PPID.KN.05.02/2025 01/07/2025 | Yusrin Budiono, S.H. \ndonesia Lelang Bandar Lampung Surat S-1769/KNL.0502/2025 2 Juli 2025 A 3
Badan Hukum [
2|KPKNL Bandar Lampung REG-02/PPID.KN.05.02/2025 17/07/2025|Masayu Robianti, S.H| \ndonesia Lelang Bandar Lampung Surat S-1975/KNL.0502/2025 21 Juli 2025 v 3
3|KPKNL Bandar Lampung REG-03/PPID.KN.05.02/2025 23/07/2025 [Masayu Robianti, S.H| ﬁ]zizg::kum Lelang Bandar Lampung Surat S-2017/KNL.0502/2025 25 Juli 2025 v 2
4|KPKNL Bandar Lampung REG-04/PPID.KN.05.02/2025 21/07/2025 | Toni Dwi Setiyawan [ Perorangan Lelang Tangerang Surat S-2039/KNL.0502/2025 28 Juli 2025 v v 6
5|KPKNL Bandar Lampung REG-05/PPID.KN.05.02/2025 23/09/2025 | Toni Dwi Setiyawan | Perorangan Piutang Negara dan k| Tangerang Surat S-2761/KNL.0502/2025 1 Oktober 2025 v v 6
6|KPKNL Bandar Lampung REG-06/PPID.KN.05.02/2025 09/12/2025 | Toni Dwi Setiyawan | Perorangan Piutang Negara dan k| Tangerang Surat S-3497/KNL.0502/2025 11 Desember 2025 v v 2
Rata-rata penyelesaian 4

@

Bandar Lampung, 5 Januari 2026
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Bandar Lampung

Titik Wijayanti

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman
https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
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